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Abstrak

Megara hukum adalab negarn vang berdasackan pada hokom dan keadilan bhagl wargs negaranva, Pengertian
vang lebil jelasnya vaiu segala kewenangan dan tindukkan alat-alat perfengbapan ILEAE Al Pongunss, Senmati-maln
Perdnsarkan hukum ataw dengan kata Bein i atur oleh hukume Yang dimaksyd denpan negara hukem scears unmm adalah
dibatasinya kekeasaan yang dimiliki oleh penguasa atn dengan kata lain pembatasan terbisdap tinpkah laku, perlutan
dan kewenanpan yvang dimiliki oleh penpeasa dan pejabat nEgAr pun peruatan vang dilsbukan oleh warga terhicdag
hukum, Yang menjadi remusan masalah adalah perbandingan antar Negara Hubum Pancasila dengan Megaen Hukum
fslam dan konsep negarn hokum yang ideal dalam mewujodban nepara hukum vang demokratis 3 Indonesia Metode
pendekatan vang dipunakan bersifor vuridis noemanit yail penelitian yang dilukokan lebib terfokus membahis masalah

sang ada pada hokum ite sendin, baik nomma hukum yang tertulis maupun vang tdak tertulis dan sumber dat Biersiaal

dari data prister dan data sekunder. Berdasarken hasil penclitian dan pembabasan maka dapal diambil kesimpulan -

Perpame, sangal kompleksnya perbandingan antara negars hukom pancasila denpan nepars hukum islam, Kealria, konse
£ i L Ed : F

negara ko yang ideal dalam mewujudkan negara bukom yang demokrats & Indonesin adalah konsep nepara lakuam

sempuran anlare konsep negara hukam pancasily dengan konsep negara hukume atan nomokosi islam karens dapat

melipgkupr kemajenubkan yang ada di Indonesia, tidak hanya kemmjemukkin subu, hangsa, budava tapi jug

hemegemukan spama.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah negara hukum dalam pemahaman tidak bermakna t nggal, telapi dapat
dimaknai berbeda dalam tempat dan waktuy yang berbeda, semua i sanpat
tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara, Menurut Tahir Azhar
istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdini dari dari lima konsep.,
yaitu konsep negara hukum menurut A/ Our'an dan Sunnah vang diistilahkannya
dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental vang
discbut rechustaat. konsep rule of law, konsep socialist legality serta konsep negara
hukum Pancasila'. Menurul Krobel bahwa negara hukum segala kekuasaan dari alat-
alat pemerintahan dari negara tersebut harus di dasarkan pada hukum®. Semua orang
tanpa terkecualt harus tunduk dan patuh terhadap hukum, hanya hukum yang dapat
berkuasa dalam negara tersebut. Rakyat tidak boleh bertindak semaunya yang
berhubungan dengan  hukum, rakyat tidak bolch melakukan kekerasan yang
berfawanan dengan hukum. Sebelum Tahir Azhari memberikan pendapatnya tentang
negara hukum, salah scorang ahli hukum pada zaman  Yunani Kuno  telal
memberikan pemikiran mengenai konsep negara hukum, Plato telah mengemukan
idenya mengenai negara hukum, Plato pernal) mengemukan pendapatnya dalam e

Republic mengenai pendapatnya tentan g negara hukum yakni dapat diwujudkannya

Muhammad  Tahir Avhary Newara Hukuem,  Fdisi keZ, Cetakan Pertama, prenada media,
Jakarta 2003, him %3
* Drs. Musanef. Sistem Pemerintahan Di Tndeniesia PT Gunung Apung, lakarta, 1985, hlm 5
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schuah negara yang ideal untuk mencapai kebaikan vang berintikan kebaikan ity
sendiri. Untuk  mewujudkan it kekuasaan  harus dipegang oleh orang  vane
mengetahui kebaikan tersebut, yaitu seorang filosof, Plato menyatakan  dalam
bukunya bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua vang
menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencepah kemerosotan
kekuasaan sescorang adalah pemerintahan oleh hukum’,

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum dan keadilan bag
warga negaranya. Pengertian yang lebih jelasnya yaitu segala kewenangan dan
tindakkan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan
hukum atau dengan kata lain di atur oleh hukum. Yang dimaksud dengan negara
hukum secara umum adalah dibatasinya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau
dengan kata lain pembatasan terhadap tingkah laku, perbuatan dan Kewenangan yung
dimiliki oleh pengusa dan pejabat negara maupun perbuatan yang dilakukan olch
warga terhadap hukum.

Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaal Jdun
rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila®. Menurut Seno Adji,
antara reclustaat dan rale of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji,
konsep rule of fow hanya penpembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedanphan
antara konsep rade of law dengan socialist legafity mengalami perkembangan sejarah

dan ideologi yang berbeda, dimana rechistaar dan rude af law berkembang di negara

* Jimly Asshidigie Hukum Tata Negara Dan Piar — Piar Demobrasi, Sekretadial Jenderal don
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 15
* Oemar Senoadii, Peradilan Bebas Negara Hukum, Friangga, Jakarta 1980 him.20
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BAB 1V

PENUTUP

AL Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab 111 diatas sesuai dengan masalah, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Perbandingan antara negara hukum pancasila dengan negara hukym
islam sangatlah kompleks karena kedua tipe negara hukum tersebut
memiliki - beberapa kesamaan yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan masyarakat. dimana kedun lipe negara hukum itu sama-sam:
menjamin hak asasi manusia, Namun yang menjadi perbedaannya
adalah terletak pada dasar negara, dalam negara hukum pancasila
menjadikan pancasila sebagai dasar negaranya dimana sila-sila yang
terkandung dalam pancasila merupakan implementasi dari kehidupan
sehari dalam masyarakat Indonesia sehingea sulit untuk dipisahkan lagi
dari kehidupan masvarakat Indonesia secara umum. Negara hukum
islam menjadikan hukum islam sebagai dasar negara dan menjadikan
Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman pelaksanaa dalagm menjalankan
negara islam, schingga masyarakat yang hidup didalam schuah negara
islam harus mematuhi semua dluran-aturan vang berlandaskan 4 I-Ouran
dan Swnch. Kedua lipe negara hukum ini mempunyai sistem yang
demokratis namun tetap memilik batasan-batasan yan g tertentu sehingga

masyarakat tidak  dapat semaunya dalam kehidupan negara, Bagi
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B. Kitab Suci
Al Quran, Surat An-Nisa’ ayat 58 -59
Surat Al-Bagarah ayat 208

Surat Al-Hujarat, ayat 13
Surat Al-Syura. ayat 38

C. Peraturan Perundang — Undangan

Undang — Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3887

D. Sumber-Sumber Lainnya
www.google.com// ssm.comiabstract = 9487580 diakses tanggal 2 Agustus 2010 jam

2230 wih

www. google.com//ssen.com/negara/prinsip nomokrasi islam=994520 diakses tanggal

2 Agustus 2010 jam 272.30 wib
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